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PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL 

REPUBLIK INDONESIA  

NOMOR 3 TAHUN 2021 

TENTANG  

SISTEM PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO TERINTEGRASI SECARA 

ELEKTRONIK 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam proses 

penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko 

sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 huruf c Peraturan 

Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, perlu menetapkan 

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang 

Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi 

secara Elektronik; 

 

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 

Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 

2. Undang-Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 

Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6573); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6617); 

4. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan 

Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan 

Presiden Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan 

Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 

tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 35); 

5. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 

Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan 

Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 1172); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL 

TENTANG SISTEM PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS 

RISIKO TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:  

1. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan 

kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan 

usaha dan/atau kegiatannya. 

2. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan 

Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha. 

3. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha 

adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha 

untuk menunjang kegiatan usaha. 

4. Kementerian/Lembaga Terkait adalah 

kementerian/lembaga yang terkait dengan 

penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 

melalui Sistem OSS. 
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5. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan, badan usaha, 

kantor perwakilan, dan badan usaha luar negeri yang 

melakukan kegiatan usaha dan/atau kegiatan pada 

bidang tertentu.  

6. Badan Usaha adalah badan usaha berbentuk badan 

hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang 

didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia 

dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang 

tertentu.  

7. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB 

adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk 

melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi 

Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya. 

8. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti 

pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha. 

9. Izin adalah persetujuan pemerintah pusat atau 

pemerintah daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha 

yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum 

melaksanakan kegiatan usahanya.  

10. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan 

pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar 

pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui 

pendekatan berbasis risiko dan kewajiban yang harus 

dipenuhi oleh Pelaku Usaha. 

11. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang 

selanjutnya disingkat KBLI adalah kode klasifikasi yang 

diatur oleh lembaga pemerintah non kementerian yang 

membidangi urusan pemerintahan di bidang statistik. 

12. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 

(Online Single Submission) yang selanjutnya disebut 

Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang 

dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk 

penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.  

13. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang 

selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga 

pemerintah yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal. 
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14. Badan Koordinasi Penanaman Modal yang selanjutnya 

disebut BKPM adalah lembaga pemerintah yang berada di 

bawah dan bertanggung jawab langsung kepada 

Presiden.  

15. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan 

menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri 

maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha 

di wilayah negara Republik Indonesia. 

16. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah 

organisasi perangkat daerah pemerintah provinsi atau 

pemerintah kabupaten/kota yang mempunyai tugas 

menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di 

bidang Penanaman Modal.  

17. Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disingkat 

KEK adalah kawasan dengan batas tertentu dalam 

wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia 

yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi 

perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu. 

18. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang 

selanjutnya disingkat KPBPB adalah suatu kawasan yang 

berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik 

Indonesia yang terpisah dari daerah pabean sehingga 

bebas dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan 

nilai, pajak penjualan atas barang mewah, dan cukai. 

19. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan 

kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan 

prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola 

oleh perusahaan kawasan industri.  

20. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya 

disingkat LKPM adalah laporan mengenai perkembangan 

realisasi Penanaman Modal dan permasalahan yang 

dihadapi Pelaku Usaha yang wajib dibuat dan 

disampaikan secara berkala.  

21. Jejak Audit adalah rekam jejak seluruh tahap proses 

yang dilakukan baik dalam satu instansi atau lembaga 

maupun antarlembaga, untuk menjaga keabsahan hasil 
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proses secara hukum, serta melengkapi semua jejak 

kejadian dan pertanggungjawaban atas setiap 

penyimpangan yang harus dipertanggungjawabkan oleh 

pemberi layanan perizinan. 

22. Hak Akses adalah hak yang diberikan Pemerintah 

Republik Indonesia melalui Lembaga OSS dalam bentuk 

kode akses. 

23. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik 

yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau 

disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, 

optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, 

dan/atau didengar melalui komputer atau sistem 

elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, 

suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, 

huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi 

yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh 

orang yang mampu memahaminya. 

24. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang 

terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, 

terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik 

lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan 

autentikasi. 

25. Hari adalah hari kerja sesuai dengan yang ditetapkan 

oleh pemerintah pusat. 

 

Pasal 2 

Peraturan Badan ini dimaksudkan untuk mengatur 

pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka 

penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 

terintegrasi secara elektronik melalui Sistem OSS. 

 

Pasal 3 

Peraturan Badan ini bertujuan untuk mewujudkan 

penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang 

mudah, cepat, tepat, transparan, dan akuntabel melalui: 
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